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6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Notnor 28 l'ahurt 2005
tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Iinggi sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasiottal Nomor
6 Tahun 2010;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Aganra;

8. Keputusan .Menteri Agarna Nomor 156 "fahun 2004 tentang

Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program

Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama
Islam;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tcntang
Pedcman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama lslanr;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 'fahun 2004 telttang

Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan

Tinggi Agarna Islam;
1 l. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan

Pembidangan llnru dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan

Tinggi Aganra;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor l0 Tahun 2010 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Agama;

Llasil rapat Tirl Teknis dan Tirn Penilai proposal pembukaan
program studi haru Perguruan Tinggi Agama Islarn Tahun 2013

pada Tanggal2S * 25 Septernber 2013;
Kelengkapan administratif sebagai persyaratan pembukaan program
studi baru:

MEN,lI.J'i LJSKAN

KEPUTUSAN DIRIKTUR JENDE,RAL PENDIDIKAN ISI,AM
.TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA
PROCRAM SARJANA SEKOLA}I TINGGI AGAMA ISLAM
NEGERI PAMEKASAN TAHIIN 2014.

Memberikan izin penyelenggaraan program stridi pada Ilrogram
Sarjana Sekolah T'inggi Agama Islam Negeri Parnekasarr sebagai
berikut:

No. Program Studi Program (ielar Akademik

t. Manajenren
Pendidikan Islam

Sar.iana Sar.iana Pendidikan lslam
(S.Pd,I)

7_ Hukum Ekonorni
Syari'ah
{Mua'malah}

Sa{ana Sarjana Syari'ah
(s.sv)

n
-'t , EkonomiSyariah Sarjana Sariana Ekonomi Syariah

{S"[.Sv)

Memperhalikan : t.

Menetapkan

KIiSA'|TJ

2.

a

KIrDilA Izir penyelenggaraafi l)rogram Studi dinraksrrd p;rda dikturn KESATI.I



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

'harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kelia dalam
Kerangka Kualifikasi Nasional indonesia yang diatur dalam peraturarr
Presiden Republik Indonesia Nomor g rahun z0l2 tentang Kerangka
Kualifi kasi Nasional Indonesia.

Program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minirnar, dan perguruan
tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi urang

. 
sesuai peraturan perundangan,

Izin Peqyelenggaraan program studi sebagaimana dirnaksud pada diktuni
KESATU adalah izin untuk pelaksanaan perkuliahan reguler elan tidak
untuk pelaksanaan perkuliahan extention, dalam waktu 4 (empat) tahun
tidak membuka program konversi, memperpendek masa .t .il trrog.u*
sarjana, perkuliahan di luar kampus (kelas jauh), menerima ronrbongan
yang be4rotensi penyelenggaraan kelas di luar karlpus.
Keputusan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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